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SALINAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 443/Kep.464 – DINKES/2020 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI RUMAH SINGGAH BAGI TENAGA KESEHATAN 

YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

  

 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 

tempat tinggal bagi tenaga kesehatan yang 

menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat 

pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat 

lanjut dalam rangka menanggulangi penyakit infeksi 

emerging tertentu, perlu adanya rumah singgah bagi 

tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi 

Rumah Singgah Bagi Tenaga Kesehatan yang 

Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 

1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di 

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);  

9. Peraturan ... 
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9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3447);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487);  

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34);  

 

15. Keputusan ... 
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15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  

16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana 

Nasional;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310);  

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;  

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19)  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

249);  

 

 

22. Keputusan ... 
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22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota 

Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten 

Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 

Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);  

24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.207-Hukham/2020 tentang Status Tanggap 

Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa 

Barat; 

25. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa 

Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01); 

 

27. Peraturan ... 
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27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 21) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan  Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 29); 

28. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-

Dinkes/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 19 Tingkat Kota 

Bandung; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

KESATU : Penetapan Lokasi Rumah Singgah Bagi Tenaga 

Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

KEDUA : Lokasi Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU bertempat di: 

a. Wisma Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam (PPPPTK IPA) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Diponegoro 

Nomor 12 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung 

Wetan Kota Bandung; dan 

b. Wisma Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-

kanak dan Pendidikan Luar Biasa (PPPPTK TK dan 

PLB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Jalan Dr. Cipto Nomor 9 

Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota 

Bandung. 

KETIGA ... 
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KETIGA : Penetapan Lokasi Rumah Singgah sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara 

Pemerintah Kota Bandung/Gugus Tugas Penanganan 

Coronavirus Disease 19 Kota Bandung bersama Kepala  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK 

IPA) serta Kepala Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa 

(PPPPTK TK dan PLB). 

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 28 Mei 2020 

WALI KOTA BANDUNG, 

                                                                                                TTD. 

                                                            ODED MOHAMAD DANIAL 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 
 

H. BAMBANG SUHARI, S.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 
 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Jawa Barat; 

2. Wakil Wali Kota Bandung; 
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung; 

5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung; 
6. Inspektur Kota Bandung; 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung; 

9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 
11. Para Camat se-Kota Bandung; 

12. Para Lurah se-Kota Bandung. 
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